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	Abstrak

Bonus demografi dan demokrasi adalah dua konsep yang saling terkait. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, subjek-subjek politik baru juga muncul. Namun, apakah dominasi generasi produktif selama periode demografi ini dapat menjamin keberlanjutan demokrasi di Indonesia? Praktik-praktik politik uang dan politik identitas masih kuat dalam budaya politik Indonesia. Demokrasi hanya bersifat prosedural dan telah kehilangan makna substansialnya. Oleh karena itu, kehendak umum Rousseau dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis masalah ini. Rousseau memberikan landasan etis bagi setiap subjek politik dalam berpolitik. Untuk menyelamatkan sistem demokrasi, tuntutan kehendak umum harus diprioritaskan. Tujuan artikel ini adalah menganalisis bonus demografis dan demokrasi dari perspektif kehendak umum Rousseau. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Temuan dalam artikel ini adalah: (1) bonus demografis menghasilkan subjek politik baru, (2) partisipasi politik yang aktif dan sadar berperan dalam demokrasi Indonesia, (3) kehendak umum merupakan landasan etis bagi subjek politik dalam mempertahankan demokrasi. Oleh karena itu, kehendak umum Rousseau dapat dilihat sebagai landasan kokoh untuk menjawab persoalan bonus demografi bagi bonus demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Kata Kunci: bonus demografis, demokrasi, kehendak umum Rousseau, partisipasi politik, subjek politik



	Abstract

The demographic bonus and democracy are two interrelated concepts. With the increase in the number of people of productive age, new political subjects have also emerged. However, can the dominance of the productive generation during this demographic period guarantee the sustainability of democracy in Indonesia? The practices of money politics and identity politics are still strong in Indonesian political culture. Democracy is merely procedural and has lost its substantive meaning. For this reason, Rousseau's general will can be used as a framework to examine this issue. Rousseau provides an ethical foundation for every political subject in politics. In order to save the democratic system, the demands of the general will must be prioritized. The purpose of this article is to analyze the demographic bonus and democracy from the perspective of Rousseau's general will. The method used is qualitative with a literature review approach. The findings in this article are that: (1) the demographic bonus produces new political subjects, (2) active and conscious political participation plays a role in Indonesian democracy, (3) the general will is an ethical foundation for political subjects in maintaining democracy. Therefore, Rousseau's general will can be seen as a solid foundation for addressing the issue of demographic bonus for Indonesia's democratic bonus in the future.

Key Words: demographic bonus, democracy, Rousseau's general will, political participation, political subject



A. Pendahuluan
Indonesia kini memasuki masa bonus demografi, dimana tingkat pertumbuhan jumlah penduduk produktif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk anak-anak dan lanjut usia (lansia). Penduduk usia produktif adalah mereka yang berusia 15-64 tahun. Dominasi penduduk produktif tersebut dapat dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan bagi negara, khususnya pengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kehidupan bernegara. Respon positif terhadap bonus demografi ini tentu berdampak pada berbagai peningkatan seperti peningkatan tenaga kerja aktif, konsumsi domestik yang meningkat, investasi dan tabungan rumah tangga, kurangnya beban ketergantungan (dependency ratio), serta peningkatan partisipasi politik kaum muda. Sebaliknya, tingkat pengangguran tinggi, beban sosial dan ekonomi, kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dapat terjadi jika bonus demografi ini direspon secara negatif oleh pemerintah. 

Bonus demografi sangat signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, namun di sisi lain arah pembangunan suatu negara yang baik tidak terlepas dari sistem demokrasi yang baik dan inklusif. Demokrasi yang baik dan substansial adalah demokrasi yang menuntut partisipasi warganya secara optimal untuk mengupayakan kebijakan yang dapat mendorong pemanfaatan bonus demografi. Artinya partisipasi masyarakat secara luas dalam politik menentukan seluruh kebijakan politik kedepannya, yakni kebijakan yang pro atau mendukung pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat dan hak-hak individual.

Di sini Indonesia sedang berhadapan dengan peluang emas itu, dengan jumlah generasi produktif lebih besar dibandingkan generasi nonproduktif. Ledakan penduduk produktif ini mendorong partisipasi politik yang luas, di mana kelompok muda produktif akan memegang kendali roda perpolitikan dan hadir sebagai agen penggerak demokrasi di masa mendatang. Peningkatan generasi produktif ini dapat meningkatkan partisipasi publik dalam dunia politik, seperti kebebasan berekspresi di ruang publik, keterlibatan aktif dalam kontestasi politik elektoral, partisipasi dalam organisasi politik dan penentuan kebijakan negara. Partisipasi ini sangat berpengaruh pada visi politik kesejahteraan, karena dengan adanya negara yang inklusif berpotensi menuju negara yang kaya. Sebaliknya institusi politik yang ekslusif cenderung gagal, yang mempertontonkan kemiskinan, pengangguran dan rendahnya SDM (Sumber Daya Manusia) (Iskandar, 2021). Dengan demikian, bonus demografi memiliki pengaruh pada partisipasi politik dan demokrasi Indonesia. 

Namun masalahnya, apakah dengan adanya lonjakan penduduk usia produktif tersebut dapat menjamin keberlangsungan demokrasi yang matang dan substansial. Bonus demografi dalam kaitannya dengan keberlangsungan demokrasi bisa berujung sebuah paradoks, yakni kuantitas produktivitas tinggi dengan kualitas yang tidak sebanding atau tingkat partisipasi masif namun tanggung jawab publik lemah. Hal ini memicu demokrasi yang sifatnya prosedural, sekadar partisipasi namun kedalaman etis dan kesadaran untuk berpartisipasi lemah. Bukti lemahnya kualitas politik itu, terekam dalam fenomena kasus korupsi yang masif terjadi misalnya, hadir dalam bentuk berbeda seperti gratifikasi, pencurian, penipuan, pemerasan, dan nepotisme yang menjadi kultur politik Indonesia yang kuat (Madung, 2017). Di samping itu, berkambang pula korupsi bersistem patronase, sebuah sistem yang lebih melayani kepentingan tertentu ketimbang kepentingan umum, basisnya adalah loyalitas demi keuntungan masing-masing pihak. Bentuknya berupa donasi, uang tunai, barang dan jasa (Madung, 2017). Beberapa kebijakan pemerintah pun pada praksisnya berbenturan dengan kehendak masyarakat. Padahal kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan segala kebijakan dibuat berdasar kehendak umum rakyat bukan kepentingan elit tertentu.

Karena itu, dalam penulisan ini, penulis menggunakan perspektif kehendak umum (General will) Jean-Jacques Rousseau untuk menyikapi masalah di atas. Penulis memakai kerangka berpikir Rousseau dengan tujuan untuk menganalisis bonus demografi dan demokrasi di Indonesia, sebagai dua hal yang berhubung dan memiliki potensi besar bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Konsep kehendak umum Rousseau punya relevansi sebagai dasar etis dan moral dalam menciptakan atmosfer politik yang baik dan dapat menyentuh prinsip substansial demokrasi, sehingga demokrasi bukan sekadar prosedural belaka tanpa kedalaman makna. Kehendak umum yang ditawarkan Rousseau adalah kehendak yang didasarkan pada kesejahteraan bersama dan bukan didasarkan oleh kehendak kelompok tertentu yang ambisius, kehendak umum ini memberi penekanan pada kemampuan individu yang memberi kehendak dan kebebasannya pada negara dalam sebuah kontrak demi kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi (Salsabilla, 2023). Atas dasar itu, dibutuhkan keterlibatan aktif-sadar dari kelompok muda, bukan sekadar memberikan urusan dan haknya kepada pemerintah tanpa pengawalan ketat. Seperti diungkapkan oleh Huntington, partisipasi adalah elemen penting dalam demokrasi modern terutama pertumbuhan intelektual individu dalam membangun kekuatan demokrasi (Zulkarnaen et al., 2020). Hal ini dimaksudkan agar kehendak umum itu, tidak dipelintir menjadi kehendak segelintir orang saja, seperti yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Dalam tulisan ini, urgensi dan keunikan tulisan terletak pada hubungan antara bonus demografi dan masa depan demokrasi yang kemudian dibaca dan dianalisis dalam kerangka reflektif kehendak umum Jean-Jacques Rousseau. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara komprehensif mengaitkan dua hal itu untuk dibaca dalam kerangka berpikir kehendak umum Jean-Jacques Rousseau. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konsep demokrasi dan konsep bonus demografi secara terpisah. Misalnya penelitian oleh Avira Agatha Putri Ryansyah, dia menggunakan kerangka berpikir Rousseau untuk menganalisis demokrasi Indonesia. Dalam penelitian itu, ditemukan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia belum berjalan secara optimal dan bertolak belakang dengan gagasan Rousseau tentang kedaulatan dan kebebasan rakyat yang ideal (Ryansyah, 2021). Penelitian lain oleh Heribertus Solosumantro, dengan judul Etika Moral Jean-Jacques Rousseau dalam Ruang Perpolitikan di Indonesia (Solosumantro, 2025). Dalam penelitiannya, ditemukan degradasi moral-etis dalam ruang politik, di mana terjadi ketidakseimbangan antara praksis politik dan intelektualitas politik individu. Ketidakseimbangan ini berpengaruh pada kesadaran etis individu dalam memperjuangkan demokrasi yang baik, karena itu konsep etika-moral Rousseau dijadikan landasan untuk membangun konsep demokrasi yang baik dan ideal. Penelitian berikutnya dari Nur Falikha. Dia meneliti tentang peluang dan tantangan dalam menanggapi bonus demografi, secara umum penelitian ini mengulas tentang potensi dari bonus demografi terhadap pertumbuhan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi (Falikhah, 2017). Sedangkan penelitian dari Achmad Nur Sutikno dengan judul Bonus Demografi di Indonesia (Sutikno, 2020), tidak jauh berbeda dengan penelitian Nur Falikha, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bonus demografi mempunyai potensi besar bagi negara namun bisa menjadi ancaman yang merugikan jika tidak dimanfaatkan secara baik (Sutikno, 2020).
Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan bagaimana bonus demografi dalam perspektif kehendak umum Rousseau, bagaimana kehendak umum menurut Rousseau, dan apa implikasinya bagi masa depan demokrasi Indonesia. Tujuannya untuk menganalisis bonus demografi dan masa depan demokrasi Indonesia dalam kerangka reflektif kehendak umum Rousseau. 

B. Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Dengan metode ini, data-data diperoleh dari studi literatur melalui jurnal-jurnal, buku, koran, dan internet. Data-data dikumpulkan lalu didalami secara baik dan akurat. Penggunaan metode ini juga dimaksudkan untuk mengeksplorasi pemahaman tentang bonus demografi dan demokrasi dalam bingkai pemikiran Rousseau. Setelah dikaji, data-data tersebut dianalisis secara mendalam agar diperolehnya pemahaman yang utuh tentang tema yang digarap.
C. Hasil dan Pembahasan
Bonus Demografi

Bonus demografi adalah situasi di mana proporsi penduduk produktif melebihi penduduk nonproduktif.  Kata demografi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata demos, yang berarti rakyat  dan grafein, yang berarti menulis. Secara harfiah demografi adalah tulisan-tulisan tentang rakyat. Donald J. Boguedi mendefinisikan demografi sebagai berikut:

Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematika tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen demografi, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi dan mobilisasi sosial (Sutikno, 2020, hal. 40).
Bonus demografi ini memiliki dampak yang besar bagi pertumbuhan suatu negara. Dalam konteks ini, Indonesia sedang berada pada periode tersebut. Data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia telah berada pada periode bonus demografi. Menurut BPS, bonus demografi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2012 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022). Hal ini sesuai dengan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yang menyatakan bahwa dependency ratio (beban ketergantungan) mencapai 49,6 persen pada tahun 2012 dan dari proyeksi yang sama diperkirakan DR (beban ketergantungan) akan mencapai 46,9 persen pada 2028-2031 (Wahyudi, 2025). Data ini berarti bahwa Indonesia telah dan tengah berada dalam periode bonus demografi, di mana dependency ratio (beban ketergantungan) kurang dari 50 persen (<50%). Dengan demikian, rentangan tahun 2012-2035 adalah waktu yang tepat bagi negara dalam mengoptimalkan peluang bonus demografi. Peluang ini adalah kesempatan emas bagi negara dalam membenahi situasi sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2050 dari hasil sensus penduduk 2020 (SP2020) menunjukkan rentangan waktu dari 2020-2050, khususnya dari tahun 2035-2050 akan terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk, perlambatan ini terjadi dari tahun ke tahun dan kemungkinan rasio ketergantungan pun meningkat melebihi 50 persen (>50%) (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2023). Karena itu, peluang ini perlu direspon cepat untuk perubahan di bidang sosial, ekonomi dan politik. 

Selain bonus demografi, kategori usia turut membentuk rasio ketergantungan antara usia produktif dan nonproduktif. Sebab usia nonproduktif sangat bergantung pada usia produktif dalam hal biaya ekonomi. Di Indonesia kelompok umur anak-anak (0-14) terbilang sebagai kelompok dominan yang masih bergantung dan masih membutuhkan investasi yang lebih tinggi, baik untuk perawatan dan persekolahan (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022). Namun di lain sisi, dengan jumlah intensitas usia produktif yang tinggi akan terjadi pergeseran di tahun-tahun mendatang. Usia produktif bergerak ke lanjut usia (lansia) disertai tuntutan perawatan dan tingkat harapan hidup yang tinggi sedangkan tingkat kelahiran melemah. Poros pergeseran ini akan terjadi. Dengan memanfaatkan masa bonus demografi ini, secara positif bisa mengantisipasi kesenjangan rasio ketergantungan yang ada di tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian, jumlah penduduk yang tinggi dengan tingkat produktivitas yang besar dengan sendirinya membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi, namun di samping itu, peningkatan pada bidang ekonomi mesti disertai dengan kualitas sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan yang cukup. Pola hubungan ini berlaku di mana saja, peningkatan kesejahteraan hidup suatu negara sangat bergantung dari pemberdayaan generasi produktif. Hal ini dapat membantu negara untuk menurunkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kriminalitas. 

Kehendak Umum Menurut Rousseau

Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf dan pemikir abad pencerahan. Pemikirannya turut mempengaruhi revolusi Prancis abad ke-18. Dia lahir di Jenewa, Swiss pada 28 Juni 1712. Perkembangan pengetahuan Rousseau tidak terlepas dari pengaruh didikan ayahnya, Issac Rousseau, yang mempunyai minat besar terhadap peradaban Romawi kuno. Ibunya, Suzanne Rousseau meninggal dunia setelah seminggu ia dilahirkan. Situasi ini mendesak ayahnya untuk membimbing Rousseau sejak kecil. Minat baca yang dimiliki Issac diturunkan pada anaknya itu. Namun ayahnya pun kemudian meninggal dunia, disaat umurnya menginjak sepuluh tahun. Ia kemudian diasuh oleh keluarga dari ibunya. Pada usia 16 tahun, Rousseau mulai mengembara meninggalkan kota kelahirannya, kisah ini menjadi titik awal dari kebangkitan filsafat dalam dirinya. Ia berjumpa dengan Maddam Warrens, seorang yang berjasa dalam mengambangkan cara berpikirnya. Warrens menyediakan perpustakaan bagi Rousseau agar ia mengembangkan pengetahuannya (Fitri, 2020)
Karya pertama Rousseau berupa sebuah esai yang berjudul “apakah kemajuan kesenian dan ilmu pengetahuan dapat memurnikan budaya?”. Keberhasilan esai ini dalam sebuah kompetisi sayembara membuat dia dikenal. Dari situ, Rousseau mulai mengambangkan karya-karya tulis yang mampu mengganggu dan mengguncang praktik monarki absolut di Prancis. Karya-karya terkemuka lainnya, La Nouvelle Heloise, Emile; The Social Contrac dan The Discourse on the Origin and Foundations. Melalui karya-karya itu, ia dibenci dan diusir oleh pemerintah Prancis dan Swiss (Piter & Saeng, 2021).
Latar belakang pemikiran Rousseau tidak berangkat dari sebuah kekosongan. Ia dipengaruhi oleh pemikir terdahulu, Thomas Hobbes dan John Locke, terutama tentang teori kontrak sosial. Titik awal pembicaraan mereka tentang kontrak sosial berupa gagasan tentang state of nature. Gagasan Hobbes tentang kontrak sosial, bermula dari pandangannya terhadap situasi alamiah (state of nature) manusia sebelum adanya komunitas politik. Menurutnya, manusia pada dasarnya bersikap egoistik. Manusia mengejar segala interese yang menurut mereka itu baik. Keinginan manusia untuk memiliki hak dan barang yang sama di satu sisi dapat memicu perang antarsesama. Untuk dapat mengatasi situasi perang itu, dibutuhkan sebuah otoritas politik yang mampu mengayomi hak kepemilikan manusia. Kemampuan individu untuk menyerahkan hak dan kebebasannya secara penuh kepada komunitas politik (negara), itulah yang disebut kontrak sosial. Hobbes lebih menekankan negara yang sifatnya absolut.

Locke punya pandangan berbeda dari Hobbes, dia lebih melihat manusia dan kehidupan sosialnya secara positif, karena itu manusia secara alamiah bersifat baik dan penuh kedamaian. Keadaan alamiah yang baik itu, ditopang dan diatur oleh hukum alam (Piter & Saeng, 2021). Semua orang memiliki akses yang sama terhadap kebebasan dan hak yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Untuk itu, kontrak sosial perlu dibuat agar mempertahankan situasi alamiah yang damai dan kondusif.

Dua tokoh di atas membuka gagasan baru bagi Rousseau. Pendapatnya tentang negara yang ideal dimuat dalam buku Du Contrat Social (1762) dan Discourse on the Origin and Foundation of the Inequality of Mankind. Rousseau membahas situasi alamiah manusia dan bagaimana terbentuknya suatu negara yang ideal. Baginya, manusia dalam kondisi alamiah memiliki hakikat baik, bebas, polos dan cinta terhadap diri. Namun dalam perkembangannya, kodrat kebaikan dan kebebasan hidup manusia direnggut oleh peradaban modern yang memicu ketidaksetaraan dan kejahatan. Jumlah manusia yang pesat, kemunculan budaya, dan perkembangan ilmu pengetahun menciptakan kelompok-kelompok masyarakat dengan minat dan kehendak yang berbeda. Dengan memasuki suatu pola hidup bermasyarakat, manusia menghancurkan kodrat aslinya sebagai manusia yang bebas dan baik. Kehidupan bermasyarakat itu adalah masyarakat yang dibentuk dari peradaban, yang mana telah terjadi klaim kepemilikan pribadi (Private Property) oleh satu orang ‘pertama’ dan hak kepemilikan itu diakui oleh sebagian orang. Klaim atas hak kepemilikan ini menghilangkan kesetaraan dan memunculkan perang. Hal itu berarti, keadaan primitif manusia yang semula baik dan bebas dirusaki oleh klaim kepemilikan pribadi sebagai hasil dari proses peradaban hidup manusia (Copleston, 2023).
Proses terciptanya masyarakat tersebut dilihat sebagai sesuatu yang tidak bisa ditolak sekalipun keadaan itu menghilangkan konsep kebaikan alamiah manusia. Karena itu, dibutuhkan suatu perjanjian dalam bentuk sebuah negara yang dapat mengendalikan kehidupan masyarakat dari sikap egonya yang jahat. Individu yang menyerahkan diri ke dalam suatu negara tidak akan mengalami kehilangan situasi alamiahnya (Mutahir, 1967). Syarat agar keadaan alamiah manusia tetap terjaga, dengan cara membentuk negara yang didasarkan pada kehendak umum masyarakat.  

Menurut Rousseau, kehendak umum adalah kehendak yang cenderung mengarah pada kesejahteraan semua orang. Kehendak umum ini merupakan sumber hukum dan aturan bagi setiap anggota negara serta dipakai untuk mencapai tujuan bersama. Rousseau berasumsi bahwa kehendak yang umum adalah kehendak yang paling adil karena bersumber dari suara rakyat sebab suara rakyat adalah suara Tuhan (Copleston, 2023). Segala aturan dari pemerintah mesti bersumber dari rakyat. Rakyat memiliki kuasa dan kedaulatan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam hubungannya dengan hak bebas yang mereka berikan kepada negara. Dengan demikian, rakyat seolah-olah merasa tidak dibelenggu oleh hukum negara justru mereka merasa bebas menaati hukum, karena hukum itu dibuat oleh mereka secara sadar berdasarkan kesepakatan dalam kehendak umum. 

Rousseau lalu membedakan kehendak umum dan kehendak semuanya. Terkadang terjadi kekeliruan dalam memahami antara konsep kehendak umum dan kehendak semua. Kehendak umum selalu merujuk pada kehendak bersama sedangkan kehendak semuanya, biasanya mengarah pada kehendak yang dihimpun dari kepentingan pribadi. Kehendak semua tidak akan pernah menjadi kehendak umum, kerana di dalam kehendak semua terdapat pertarungan kepentingan yang dapat membatalkan satu sama lain. Contohnya dalam konsep deliberatif, gagasan-gagasan dilemparkan dalam satu forum, dalam forum tersebut suara mayoritas lebih diunggulkan dan dipakai sebagai hasil kesepakatan bersama. Opini yang dominan dalam kehendak semua hanyalah pendapat seorang individu dan tidak mewakili kehendak umum rakyat (Rousseau, 1986). Melalui pendapat ini, Rousseau tidak setuju jika kedaulatan rakyat diwakili oleh sebuah dewan perwakilan melainkan perwakilan langsung, di mana rakyat ikut terlibat secara bersama dalam pembuatan aturan dan hukum. Pembuatan keputusan secara bersama mengandaikan bahwa rakyat merasa puas dan kebebasan individunya tetap utuh. Rousseau juga menyadari bahwa ada kemungkinan kehendak semua digiring masuk ke dalam kehendak umum. Hal ini dapat terjadi dalam proses pembuatan keputusan, di mana kehendak umum muncul dari kehendak mayoritas rakyat. Situasi ini mendesak agar perdebatan yang menghasilkan kehendak mayoritas harus sebisa mungkin diinterpretasikan dalam kehendak umum. Sedangkan kehendak minoritas yang kalah dengan kelompok mayoritas harus dapat menyesuaikan diri (Mutahir, 1967). Mereka itu adalah orang-orang yang belum tercerahkan dan mereka butuh didikan agar mampu memiliki pemahaman atas kebaikan hidup bersama.

Bonus Demografi dalam Cerminan Kehendak Umum

Dalam subtema ini, akan dianalisis bonus demografi dalam cerminan kehendak umum Rousseau. Terdapat dua hal penting yang akan dibahas, yakni generasi produktif sebagai subjek politik dan interpretasi kehendak semua menuju kehendak umum.  

Kemunculan generasi produktif yang pesat akibat dari bonus demografi pada satu sisi menciptakan subjek politik baru. Mereka ini adalah generasi penerus yang akan menggantikan generasi di atasnya. Pergantian tersebut tidak hanya sebatas wacana umur melainkan juga proses peralihan kebiasaan dan warisan kepercayaan dari generasi sebelum ke generasi setelahnya (Irmayani, 2022). Mereka juga dapat disebut sebagai agen dan poros dinamika politik dalam suatu negara. Hal ini menandakan bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan politik suatu negara tergantung dari tingkat partisipasi warganya. Masyarakat dengan tingkat kesadaran politik tinggi, secara signifikan dapat mempengaruhi dinamika politik suatu negara. Sebaliknya rakyat yang apatis justru melegitimasi tindakan-tindakan politik curang, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Peran ini mengandaikan bahwa individu bersangkutan memiliki kapasitas politik yang memadai. 

Dalam memahami bonus demografi dari sudut pandangan kehendak umum, bonus demografi akan digiring ke dalam ranah politik dan menyentuh inti demokrasi, di mana subjek politik (The new political subject) hadir sebagai pengisi ruang publik. Mereka akan berpartisipasi secara bebas dalam pemilihan umum, menuangkan aspirasi dan bahkan mampu menentukan arah kebijakan pemerintah. Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kehadiran aktif individu atau kelompok dalam dunia politik dengan cara memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung partisipasi mereka turut membentuk kebijakan negara (Zulkarnaen et al., 2020). Partisipasi ini penting bagi pemebentukan kehendak umum. Kehendak yang selalu mengarah pada prinsip kebaikan bersama (Bonum Commune). Sejalan dengan hal itu, Rousseau menggarisbawahi bahwa kehendak umum menentukan keabsahan suatu pemerintahan, karena pemerintah yang sah adalah pemerintah yang mengarahkan tujuannya pada kebaikan rakyat (Copleston, 2023). Dengan demikian, subjek politik yang partisipatif dengan sendirinya mempertegas kedaulatannya, memperkuat fungsi kontrol atas kinerja pemerintah, dan mendorong kebebasan berekspresi sebagai warga negara. Pemerintah yang mampu mengayomi hak warga negaranya memperoleh kepercayaan dari publik. 

Di Indonesia, berdasarkan data pemilih dalam pemilu 2024, jumlah pemilih terbanyak berasal dari generasi Y (1981-1996) dan generasi Z (2013-2025) dengan jumlah pemilih mencapai 53-55% atau 107 juta jiwa dari total pemilih 205.853.518 (data BPS 2022) (Setiawan & Djafar, 2023). Kedua generasi ini tergolong sebagai generasi yang melek teknologi dan aktif bermedia sosial. Mereka adalah kelompok yang menggunakan media sosial sebagai media ekspresi kebebasan, kontrol pemerintah, penyaluran aspirasi dan sumber pengetahuan politik. Beberapa penelitian mengungkapkan adanya relevansi pengaruh penggunaan media sosial terhadap pengetahuan politik masyarakat. Keunggulan ini adalah peluang besar bagi tingkat partisipasi warga negara terhadap sistem pemerintahan yang sedang berjalan.

Namun persoalan lain adalah subjek politik tidak mampu mengisi ruang publik politik. Banyaknya subjek politik sebagai akibat dari bonus demografi apakah dapat menjamin partisipasi aktif dan sadar, apakah bonus demografi menjamin partisipasi politik. Di sini, tanggung jawab subjek politik dipertanyakan. Rakyat yang tidak mampu berpartisipasi secara aktif dan sadar melemahkan kedualatan mereka dan menjual kebebasan mereka kepada penguasa. Menjual kebebasan dan melemahkan kedaulatan artinya rakyat hanya menjadi penonton dalam penentuan kebijakan, dalam istilah Rousseau, budak yang menjual dan memberikan dirinya kepada majikan, agar darinya ia bisa memenuhi kebutuhan hidup sekalipun ia diperas (Rousseau, 1986). Inilah gambaran dari pemerintah yang tidak melibatkan rakyat dan rakyat tidak ikut melibatkan diri dalam menetapkan kebijakan. 

Situasi itu merupakan awal kemunculan dari manipulasi kepentingan pribadi dalam wajah kehendak umum atau manipulasi kehendak semua ke dalam kehendak umum. Dengan kata lain, kepentingan segelintir orang diciptakan dalam narasi kehendak umum universal. Kecenderungan tersebut berbahaya bagi demokrasi karena bekerja secara halus namun mematikan. Misalnya, hadir dalam bentuk populisme “wong cilik”, seorang elit politik tampil dengan wacana “pro” rakyat, fokusnya pada masyarakat akar rumput dan orang-orang kecil demi menarik simpatisan pemilih. Many dan Surel (2002) menyebut populisme adalah sebuah patologi atau korupsi demokrasi, di mana para elit memakai konsep itu sebagai wacana untuk memperoleh dukungan namun ketika terpilih, kebijakan yang dibuat tidak berlandas wacana pro rakyat (Muthadi, 2021).  Manipulasi kepentingan pribadi dalam kepentingan umum juga hadir dari media yang mempengaruhi opini publik terhadap kualitas elektoral tertentu atau kebijakan yang menawarkan kesejahteraan ekonomi namun prakteknya kebijakan itu hanya berlaku bagi kelompok penguasa. Keadaan ini adalah wajah dari demokrasi Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini.

Dalam buku kontrak sosial, Rousseau menulis, ketika kepentingan pribadi mencengkram dan mengendalikan seorang pemimpin, maka kepentingan bersama menjumpai perlawanan, tidak ada lagi kebulatan suara, tidak ada keputusan yang disetujui. Kontrak sosial tidak lagi memiliki daya untuk mempersatukan rakyat karena kehendak umum telah dibungkam (Rousseau, 1986). Kehendak umum yang seharusnya menjadi acuan kehidupan bersama direduksi ke dalam motif rahasia dan reputasi hukum dipalsukan. Karena itu, Rousseau tegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh yang tidak bisa diwakilkan, tidak dapat dicabut atau dialihkan. Ia mengatakan itu karena rakyat yang berdaulat berkaitan dengan penentuan kebijakan kehendak umum. Menurutnya para wakil rakyat, hanyalah pelayan dan tidak memiliki tindakan definitif. Pembuatan undang-undang yang dibuat tanpa melalui pengesahan oleh rakyat secara hukum dibatalkan (Copleston, 2023).
Rousseau menawarkan kontrak sosial yang memungkinkan seseorang mencari kebaikan dan kesejahteraan, kontrak itu mengingatkan manusia sebagai pribadi alamiah yang baik, maka ketika dilakukan kontrak, manusia menuju makhluk moral baru. Namun karena manusia sering lupa akan posisinya yang baik dan cinta diri, dia tidak mampu mengambil suatu keputusan bijak. Mereka inilah yang disebut oleh Rousseau sebagai orang-orang yang tidak berpengetahuan dan butuh untuk dicerahkan. Sehingga jelas, ketika manusia kehilangan pengetahuan politik dan bersikap apatis dalam partisipasi politik, kehendak umum dibungkam dan krisis moral berpolitik semakin menguat.

Berbicara tentang pengetahuan politik dan tingkat partisipasi, terdapat penelitian yang dibuat oleh Cheng Weng, Qian Hu, dan Sheng Ceng tentang partisipasi masyarakat dalam perpolitikan di Cina, dimana efek dari partisipasi warga dipengaruhi oleh struktur kepercayaan pemerintah (Government trust). Artinya bahwa kepercayaan terhadap pemerintah merupakan kunci yang mendorong partisipasi politik warga negara (Wen et al., 2025). Semakin individu atau masyarakat yakin dan percaya bahwa pemerintah dapat memperjuangkan kepentingan mereka, maka semakin kuat partisipasi politik warga negara. Terdapat empat aspek perilaku politik publik yang dipengaruhi oleh sikap seseorang dalam berpolitik. Pertama, teori tindakan beralasan, teori ini merujuk pada perilaku individu yang mengambil suatu keputusan secara rasional berdasarkan informasi yang diperoleh secara efektif. Kedua, teori tindakan rasional, konsep ini menekankan tentang opsi kepuasan atau manfaat terbesar (maksimalisasi utilitas) dari banyaknya pilihan yang dihadapkan pada individu, individu tersebut mengambil keputusan yang paling bermanfaat baginya dan bagi semua orang. Ketiga, teori tindakan rasional yang menekankan pola perilaku individu yang mengejar maksimalisasi keuntungan, teori ini dilihat dari segi dampak kebijakan pemerintah apakah sudah sesuai dengan kepentingan mereka. Keempat, teori tindakan beralasan yang mempertimbangkan sikap individu dan pendekatan dalam menangani resiko. Di sini, warga negara dapat menilai potensi dari keterlibatan mereka dalam politik, apakah tingkat keterlibatan mereka mempengaruhi dinamika politik (Wen et al., 2025).
Dasarnya adalah individu yang rasional dan moralis mampu mempertimbangkan, mengevaluasi, menilai, dan mengkritisi keputusan politik yang dibuat. Pengetahuan politik sangat penting bagi perjalanan demokrasi, karena tanpa kapasitas pengetahuan itu, potensi generasi produktif yang pesat hanya mendatangkan petaka bagi perkembangan sebuah negara. Di lain sisi, bonus demografi dan demokrasi mendesak pemberdayaan kelompok produktif agar memiliki integritas politik yang mapan. Pemerintah sebagai pelayanan hak rakyat mesti memfasilitasi pengetahuan rakyatnya melalui sistem pendidikan yang mumpuni. Ketika pemerintah mampu menjamin hak setiap warganya, pemerintah sedang menghidupkan kehendak umum rakyat, yakni kesejahteraan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Letak dari tujuan pembentukan negara dipertegas dalam kepuasan warga negara. 

Pluralitas Indonesia dan Tantangan Dalam Merumuskan Kehendak Umum

Negara Indonesia adalah negara pluralis, berbentuk kepulauan dengan keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Perbedaan ini dilihat sebagai kekayaan bangsa namun di sisi lain dapat memicu konflik melalui identitas yang dibentuk. Negara yang pluralis mengandaikan bahwa negara tersebut mengakui perbedaan, saling menerima sekalipun dibentuk dari perbedaan ideologi. Dalam konteks pemikiran Rousseau tentang kehendak umum, pluralisme menjadi tantangan tersendiri bagi penerapannya. Kehendak umum yang digagas oleh Rousseau lebih merujuk pada institusi homogen, yakni masyarakat politik yang memiliki satu identitas. Hal ini sesuai dengan latar belakang pemikirannya yang berangkat dari konteks masyarakat politik di kota Roma kuno atau negara kota. Idealnya, kota kecil memungkinkan adanya pembentukkan kehendak umum dibandingkan warga negara heterogenitas, seperti Indonesia.

Berhadapan dengan kenyataan tersebut, pluralitas negara Indonesia merupakan fakta yang tidak bisa ditolak karena itu pluralitas bangsa Indonesia menjadi tantangan dalam pembentukan kehendak umum rakyat, kehendak yang akan menjadi tujuan umum dan pedoman universal bagi semua warga negara. Pluralisme membuka peluang adanya tegangan kepentingan antar kelompok identitas, baik itu suku, budaya, agama dan pandangan politik. Dampak dari pluralitas ini dapat menghasilkan suatu kebijakan yang lahir dari kehendak mayoritas. Kelompok mayoritas dapat diartikan sebagai kelompok yang menang dari segi jumlah dan suara. Apakah kehendak mayoritas dapat diwakili sebagai kehendak umum. Menurut Rousseau, itu tidak mungkin sebab kehendak umum tidak dapat diwakili oleh kehendak mayoritas kelompok tertentu tetapi kehendak itu haruslah kehendak kolektif semua warga negara. Dengan demikian, bagaimana seharusnya merumuskan kehendak umum di tengah heterogenitas (suku, budaya, dan agama) masyarakat politik?

Menyentuh inti pluralitas adalah persoalan kompleks, kompleksitas itu terekam dalam pertarungan gagasan dari kelompok-kelompok identitas yang berbeda, karena itu dibutuhkan satu sistem politik yang dapat menampung persoalan pluralisme dan menjamin kehidupan sosial yang kondusif. Negara bisa saja runtuh oleh lobbysme dan orientasi pribadi dalam penentuan kebijakan politik yang diduga berakar kuat pada pluralisme (Madung, 2017). Inilah bahaya pluralisme ketika pertarungan kepentingan kelompok identitas tertentu tidak mampu mencapai paham kehidupan bersama (bonum commune) atau dalam filsafat politik Rousseau disebut kehendak umum. Demokrasi adalah jawaban dari persoalan pluralitas ini, setidaknya demokrasi bisa menjamin kelangsungan hidup heterogenitas dalam tatanan masyarakat. Sebab dalam demokrasi dimungkinkan terbentuknya civil society (masyarakat sipil) yang dapat menentukan nilai-nilai universal untuk dicapai. Alagappa mengartikan civil society sebagai; pertama, ruang antara negara dan masyarakat politik. Kedua, ruang terpisah yang mewadahi diskursus dan pembentukan ide-ide normatif melalui interaksi antarkelompok. Ketiga, arena otonom untuk pemerintahan diri oleh aktor non negara dalam bidang-bidang tertentu. Keempat, alat tindakan kolektif guna melindungi otonomi masyarakat non negara, mempengaruhi politik dan kebijakan negara (Asrida et al., 2021). Secara sederhana civil society adalah penjaga keseimbangan kekuasaan negara dan pemenuhan hak seluruh rakyat serta dimungkinnya pembentukan kehendak umum.

Dalam konteks civil society (masyarakat sipil),  Rousseau menegaskan seharusnya masyarakat sipil adalah masyarakat politik yang sudah mengubah kebiasaan nalurinya dengan asas keadilan serta menjadi manusia yang bermoral dalam tindakannya (moral character) yang sebelumnya tidak dimiliki; mengubah dirinya menjadi makhluk yang cerdas dan berakal (Copleston, 2023). Artinya, manusia bermoral memiliki kapasitas tanggung jawab yang besar dalam penentuan dinamika politik. Sehingga tindakan bermoral selalu mengarah kepada kebaikan umum. Karakter moral ini perlu dibaca dalam konteks pluralitas bangsa Indonesia untuk menghindari politik identitas, yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Bahaya pluralisme itu sendiri berakar dari kepentingan pribadi atau kelompok identitas tertentu yang hendak berkuasa. Tindakan ini disebut oleh Rousseau sebagai tindakan dari kehendak mayoritas. Ketika terjadi dominasi kehendak mayoritas tertentu, maka kebijakan publik pun akan ditentukan dari kehendak mayoritas, di mana secara kuantitas suara mayoritas lebih kuat.

Contoh kasus yang dapat diangkat, kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok diadukan oleh kelompok demonstran Gerakan Pembela Islam karena pidatonya dianggap melecehkan agama Islam. Selain itu, sentimen keagamaan juga mencuat dalam Pemilihan Presiden 2019, di mana Ma’ruf Amin, seorang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama digandengkan dengan Jokowi (Nur, 2019). Hal ini dilihat sebagai strategi untuk menarik massa, yang bermayoritas penduduk Islam. Bukan hanya pemilihan Presiden saja, dalam pemilihan Kepala Daerah juga terdapat kultur etnisitas dengan mencuatnya ungkapan “Putera Daerah” dan “Anak Tanah”. Konteksnya bahwa pemimpin daerah harus berasal dari wilayah tersebut, yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Sehingga ruang untuk memilih pemimpin yang berintegritas dikesampingkan. Gambaran kasus di atas bukti dari resiko pluralitas, di mana kehendak mayoritas dipelintir untuk kepentingan beberapa kelompok tertentu.

Situasi ini menuntut sebuah sikap, yakni perlu adanya kesadaran politik atau tanggung jawab moral individu. Tanggung jawab moral ini dimaksudkan agar individu tidak memikirkan kepentingan kelompoknya sendiri melainkan mempertimbangkan putusan yang memihak semua orang yang melingkupi kesejahteraan bersama. Di sini, individu dituntut untuk memiliki etika dalam berpolitik. Sikap berikutnya, perlu adanya penguatan civil society dalam partisipasi ruang politik. Masyarakat harus memanfaatkan ruang publik sebagai ruang aspirasi dalam penentuan kebijakan. Dengan berpartisipasi seseorang memiliki kesadaran politik, karena ketika seseorang semakin diperintah, ia menyadari bahwa terdapat tindakan penyimpangan oleh pemerintah (Budiardjo, 2007). Masyarakat politik yang memiliki sikap ini cenderung mendorong kehendak umum dan dapat mengendalikan laju perpolitikan curang termasuk politik identitas dalam masyarakat pluralis.

Implikasi Bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi telah mengalami proses sejarah yang panjang. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, terdapat empat kali perubahan dalam penetapan sistem demokrasi di Indonesia, yakni demokrasi Parlementer pada 1945-1959, demokrasi Terpimpin pada 1959-1965, demokrasi Pancasila/Orde Baru pada 1965-1998 dan demokrasi masa Reformasi pada 1998-sekarang (Piter & Saeng, 2021). Pasang surut perkembangan demokrasi di Indonesia turut dibentuk oleh pemerintah yang menjabat, hingga sekarang sistem demokrasi yang diterapkan masih jauh dari kata ideal. Penerapan sistem demokrasi yang sedang berlangsung selama ini cenderung bersifat prosedural dan kehilangan makna secara substansial. Demokrasi yang seharusnya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi seringkali dibungkam oleh para penguasa dengan cara mengutak-atik kebijakan secara sepihak. Sesuai dengan pernyataan ini, pada tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia tergolong sebagai demokrasi cacat dengan skor 6,30 dari skala tertinggi 10 (Piter & Saeng, 2021). Sedangkan Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2024 mencapai skor 6,44, indeks ini menunjukkan penurunan skor di tahun sebelumnya (tahun 2023) yang mencapai skor 6,53. Akibatnya demokrasi Indonesia turun tiga peringkat dalam perengkingan demokrasi di tahun 2024 (Kartika, 2025). Skor ini diukur  dari kategori tingkat partisipasi publik, kebebasan sipil, fungsi pemerintah, pluralisme dan kultur politik. 

Menyikapi fakta ini, perlu adanya suatu kesadaran kolektif dari masyarakat. Demokrasi harus diselamatkan dari sifat polarisasi dan fragmentasi politik. Demokrasi harus dibebaskan dari cengkeraman para diktator yang kuat menjilat hukum. Apa yang harus dibuat untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia di tengah bonus demografi. Kekuatan kolektif masyarakat sipil menjadi jawabannya.  Di sini, konsep kehendak umum Rousseau dapat dipakai sebagai landasan etis dalam penerapan sistem demokrasi Indonesia, agar demokrasi tidak hanya bersifat prosedural melainkan secara substansial bermakna. Apalagi kondisi bonus demografi mendorong lahirnya generasi produktif sebagai subjek politik baru. Tuntutan kehadiran generasi produktif diharapkan mampu melakukan transformasi budaya dalam politik Indonesia, penguatan kedaulatan rakyat dalam masyarakat sipil, perlawanan terhadap oligarki dan politik uang serta etika kepemimpinan. Untuk mencapai titik perubahan budaya politik Indonesia, gagasan tentang kehendak umum harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Kehendak umum ini memungkinkan adanya kesadaran publik, landasan moral dalam berpolitik, partisipasi politik dan keadilan sosial. 

Untuk itu, masa depan demokrasi dapat berjalan secara baik hanya mungkin bila terdapat masyarakat sipil yang secara militan memiliki semangat politik tinggi, tidak hanya secara prosedural saja melainkan juga secara substansial. Semangat politik yang dimaksudkan ialah, pertama, partisipasi dalam politik, masyarakat yang secara sadar-aktif berpartisipasi dapat mempengaruhi kebijakan politik. Posisi masyarakat bukan sebagai penonton melainkan melibatkan diri di dalam arena politik, kritis terhadap pembuatan kebijakan dan memiliki peran kontrol terhadap pemerintah. Kedua, rakyat yang berdaulat, rakyatlah melegitimasi sebuah kekuasaan bukan para elit, karena itu perlu adanya semangat kedaulatan sejati. Artinya bahwa legitimasi kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, pemerintah hadir sebagai abdi dan pelayan bagi rakyatnya. Ketiga, pengutamaan kehendak umum di atas kehendak mayoritas, suatu keputusan atau kebijakan yang dibuat harus mengedepankan prinsip kehendak umum, kehendak umum hadir sebagai kehendak yang adil. Kehendak umum sejatinya mampu mewadahi perbedaan kepentingan dari individu-individu atau kelompok identitas tertentu. Keempat, tanggung jawab etis berpolitik, tanggung jawab ini adalah tuntutan moral setiap orang terlebih bagi para pemerintah yang menjabat. Keputusan politik dari pemerintah dan kebebasan masyarakat dalam berpolitik seharusnya dibuat dalam pertimbangan moral. Keempat semangat politik ini harus diimbangi dengan pengetahuan politik yang memadai agar demokrasi sungguh-sungguh berjalan secara substansial sekaligus prosedural.

D. Kesimpulan
Bonus demografi bukan hanya berbicara tentang peluang kemajuan ekonomi melainkan juga peluang bagi dinamika politik suatu negara. Sekarang ini, Indonesia sedang berada pada periode bonus demografi, peluang itu harus direspon demi bonus demokrasi Indonesia di masa mendatang. Artinya secara kuantitas penduduk dan kualitas mesti berjalan seimbang. Kualitas yang baik dalam pemahaman tentang perpolitikan suatu negara, maka upaya untuk menjaga marwah demokrasi semakin kuat. Masyarakat mampu hadir sebagai subjek politik yang berintegritas dan membentuk tatanan kultur politik yang kondusif. Masalah-masalah seperti korupsi, politik uang, sistem patronase, politik identitas dapat dihindari sejauh generasi produktif, yakni kaum muda memiliki semangat perubahan dan mau menjaga demokrasi ini tetap aman. Partisipasi politik sangat penting dalam mempengaruhi dinamika politik. Namun partisipasi itu bukan sekadar prosedural tetapi terlibat juga secara substansial, hal ini dimaksudkan agar demokrasi tidak kehilangan makna dan arah. Partisipasi tersebut menuntut kecakapan dalam pengetahuan tentang politik sebaliknya pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari keterlibatannya secara terus-menerus dalam partisipasi politik. Inilah momen bagi bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi demokrasi. Setidaknya melalui landasan kehendak umum, masyarakat memiliki cita-cita yang sama untuk tujuan yang mulia. Kehendak umum Rousseau menjadi landasan etis bagi subjek politik untuk bertindak dalam dunia politik. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan yang mesti dibuat ialah, pemanfaatan ruang publik sebagai tempat aspirasi dan bertukar pikiran, terlibat aktif-sadar dalam politik, berpegang teguh pada kehendak umum yang dimuat dalam Pancasila dan penguatan masyarakat sipil sebagai masyarakat yang berdaulat. 
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